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I_ 1. Gambaran Umum




eterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu

indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) karena Negara Indonesia sendiri telah
menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak
warga Negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun
2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No.
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan
amanat UU ini, setiap badan publik, termasuk KPU haruslah membangun
dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola
informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan

mudabh.

Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendukung keterbukaan
informasi publik di mana KPU secara intens melakukan penyusunan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi pedoman
pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pada awal 2015 hingga tepatnya pada bulan Maret, KPU RI menerbitkan
PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan KPU. Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan
pengesahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkungan KPU Kabupaten Temanggung sampai sekarang yang

mengalami beberapa pembaruan. Terakhir pada bulan Februari 2020 KPU

Kabupaten Temanggung membuat keputusan yang tertuang pada




Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor:
22/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/11/2020 tentang Penetapan Struktur PPID
di Lingkungan KPU Kabupaten Temanggung.

DASAR

1 UU NO. 14 TAHUN 2008
PELAKSANAAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PKPU NO. 23 TAHUN 2010
2 PEDOMAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU

PKPU NO. 1 TAHUN 2015
3  PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KPU

4 Keputusan KPU NO. 87/KptsfKPUNVI2015
STRUKTUR PPID DI LINGKUNGAN KPU

5 Keputusan KPU NO. 88/Kpts/KPUNVI2015
SOP PENGELOLAAN DAM PELAYANAN INFORMASI

Keputusan KPU NO. 22/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-
Kab/l2020
PENETAPAN STRUKTUR PPID DI LINGKUNGAN KPU

2. Sarana dan Prasarana




Pelayanan informasi publik dilakukan secara langsung yang dilayani oleh
Help Desk KPU Kabupaten Temanggung di kantor KPU Kabupaten
Temanggung, Graha Pintar Pemilu dan perpustakaan, Jl. Kartini No 60
Temanggung serta dapat secara virtual melalui media sosial (facebook,
instagram dan youtube), aplikasi android dan website yang beralamatkan

di https://kab-temanggung.kpu.go.id.

Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Temanggung bersifat gratis
atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan
informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon
informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon dapat

berkomunikasi langsung melalui telepon di nomor (0293) 491999.

Layanan informasi publik yang disediakan oleh KPU Kabupaten

Temanggung melalui beberapa akses permohonan, yaitu sebagai berikut :

) xPU Temanggung
@ kpukabtemanggung
IEHB HPU_Tomanggung



https://kab-temanggung.kpu.go.id/
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TATA CARA PENGAJUAN

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMOHON
INFORMASI

Pemohon Informasi mengajukan

permintaan informasi publik kepada

Komisi Pemilihan Umum melalui
Pusat Komunikasi Publik sebagai
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) baik langsung
maupun tidak langsung (surat,
website, email, telepon)

LANGKAH 2

Pemohon Informasi harus
menyebutkan nama, alamat,
subyekl/jenis Informasi yang diminta,
bentuk informasi yang diminta dan
cara penyampaian informasi yang

LANGKAH 3

diinginkan.
Pemohon Informasi harus
meminta tanda bukti kepada
Petugas Informasi bahwa
LANGKAH 5

telah melakukan permintaan
informasi, serta nomor
pendaftaran permintaan

Petugas Informasi
Komisi Pemilihan
Umum mencatat
semua yang
disebutkan oleh
Pemohon Informasi
Publik pada langkah 2

LANGKAH 4

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak
memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat
diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja (permohonan informasi umum).

e Kusus untuk informasi tahapan Pemilu, PPID memberikan jawaban dalam
waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya
(perki 1 nomor 2014)




=l 3. Anggaran Dan Sumber Daya Manusia —

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk tahun

anggaran 2020 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dipa KPU Kabupaten Temanggung TA 2020.




STRUKTUR PPID
KPU KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMBINA PPID
Komisioner KPU Kabupaten Temanggung

TIM PERTIMBANGAN

LAYANAN INFORMASI
—_-————— Kasubag KPU

Kabupaten Temanggung

ATASAN PPID
Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung

1

PPID
Sub Bagian Teknis Dan Hupmas
Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung

I
v v

TIM PENGHUBUNG PENYEDIA DESK PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Sub Bagian Teknis Dan Hupmas
Sub Bagian KUL == Sub Bagian KUL
Sub Bagian Program Data <« — Sub Bagian Program Data
Sub Bagian Hukum Sub Bagian Hukum

Sub Bagian Teknis Dan Hupmas

Keterangan :

1 — = garis lurus adalah garis perintah
= garis putus-putus adalah garis koordinasi

2. _ —
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STRUKTUR PPID
KPU KABUPATEN TEMANGGU

PEMBINA PPID

1. Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.|

2. Adib Masykuri, S.Ag.M.Pd

3. Khadig Widianto, S.Or

4. Hendry Sofyan Rois, S.Sos / TIM PERTIMBANGAN
5. Masithoh Dian Setyatuhu, ST LAYANAN INFORMASI

1. Budi Ratno, S.Sos, M.M
2. Muhlasin, S.H.I

3. Bambang Haryadi, A.Md
4, Helmy, S.H

Jarot Triana Kamawan Wisudha, S.Sos. M.M

TIM PENGHUBUNG PENYEDIA DESK PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI

. Dody Indra Sukma, S.Sos 1. Mahmudin Ashar, S.Kom
. Ani Arifiani Umar, M.A.P 2. Widodo, A.Md

. Nur Rahma Yuliani, SE 3. Arisya Kurniawati, A.Md
. Anggraeni Widyaningrum, S.E 4. Endang Sugiyanti

. Asrini Prabandari, S.Kom < 5. Setiyowati

. Adi Nugroho, A.Md s

. Nicholas Eindra Sosiawan, SE

. Sumpeno

. Alfian Nugroho, SE




4. Rincian Informasi Publik dan

Layanan Informasi Publik

Informasi publik terbagi menjadi 4 kategori, yaitu :
1. Informasi berkala

Informasi Berkala

Rencana Strategis 2020-2024 1 1 Berita Acara DPE 2020

Rencana Kerja 2020 Surat Keputusan

2. Informasi serta merta

KEBIJAKAN KPU (JDIH)

A

PUTUSAN LEMBAGA
PERADILAN TERKAIT PROSES
DAN HASIL PEMILIHAN




3. Informasi tersedia setiap saat

--------- m | Anggota KPLU }
- Profil PPID

INFORMASIWAJIE =~ | Kauan:xll Administrasi, Kepeqawalaﬁ
SETIAP SAAT - Sekretariat KPU '
Informasi yang telah dikuasai
' dan didokumentasikan oleh KPU ’?mm dan Kegiatan KPU_\\
serta telah dinyatakan terbuka . —- - Berita
\ untuk dilnformasikan kepada - Opini -
masyarakat sebagai Informasi

" Publik yang dapat diaksesoleh
Pengguna Informasi Publik

san Pemilu
-------- dan Pemilu Pintar /

4. Informasi yang dikecualikan

yang Dikecualikan

- Dokumen Persyaratan
Pencalonan dan
Persyaratan Calon

- Daftar Pemilih
pada Formulir Model
A-KWK dalam Pemilihan

/




Rincian pelayanan informasi publik

2020 =15
No. URAIAN JUMLAH WAKTU
1 Informasi diberikan 15 Pemohon Kurang dari 10
seluruhnya Informasi hari kerja
JUMLAH 15 PEMOHON INFORMASI

Grafik Pelayanan Informasi Berdasarkan Jumlah Pemohon Informasi
Per Bulan Selama Tahun 2020

Statistik Permohonan Pelayanan PPID Tahun 2018 — 2020

STATISTIK PERMOHOMNAN PELAYANAN PPID
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=l 5. Sengketa Informasi Publik —_—

Selama Tahun 2020, KPU Kabupaten Temanggung tidak
ada sengketa dan pengaduan informasi publik.




3 6. KENDALA DALAM PENGELOLAAN =

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten

Temanggung mengalami kendala, antara lain :

Masih kurangnya pemahaman
erhadap PKPU tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik
beserta Surat Keputusan yang
mendukung implementasi PKPU
dimaksud




Bl /.- RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di waktu
yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU Kabupaten
Temanggung.

Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Temanggung
menyiapkan serangkaian Rencana Tindak Lanjut sebagai
berikut:

Meningkatkan kualitas dan
pelayanan informasi publik

Melengkapi data dan
informasi publik

Tertib administrasi pelayanan
informasi publik

db- TEM g (.
U temanggung.kpu.go.id/ ppidkputema JI. Kartini No. 60

: 0 nggung@gm
emangging I hitps:/itemanggungk ail.com Teigl(ggg3)

abppid.kpu.go.id/ fax. (0293)
492258
TEMANGGUNG




